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BUPATI HALMAIITRA BARA?N

Menimbang : a. batrwa dalam rangka menata dan menseliaraskan penyelenggaraan
tugas-tugas bidang pendidikan seca-ra berdaya guna dan berhasil guna
agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
diperlukar penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur
bidang Pendidikan dalam mendukung penyelengga-raan Pemerintatran
Daerah;

b. bahwa mengingat kompleksnya berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat khususnya dibidang pendidikan seria
untuk peningkatan kinerja Bupati, maka sangat dibutuhkan
keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Pendidikan dalam mendukung
penyelenggaraan Pemerintatran Daeratr;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat
tentang Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Pendidikan Dalam
Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2A24;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Fembentukan Daerah--
daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 2B Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsr
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
Undang-undang Ncmor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2A14 tentang Administrasi
Pemerintahan;

l0.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hutrungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 1'2 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16
IJaerah;
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l4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahtin 2Ot7 tentang pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;

l5.Peraruran Pemerintah Nomor i2 Tahun 2aig rentang pengeioiaan
Keuangan Daerah;

l6.Peraturan Presiden Nomor BT Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun ZAtt
Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

l7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12o rahun 201g tentang
PeruLrahan Atas Peratutar: Menteri Daiam iYegeri Nomor 80 Tahun 2Cl15
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;

lS.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor zz rahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengeioiaan Keuangan Daerah;

19'Peraturan Daerah Kabupaten llalmahera Barat Nomor 2 Tahun ZAZL
ieuiatg Per"ubaiian Aias Pcraiuran Daerair Kabupaten Fiahnahera ilalai
Nornor 6 Tahun 2aL6 tentang pembentukan dan susunan pe:-angkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun Z{}Z+
tentang Anggaran pendapatan dan Beianja l)aerah Kairupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A24;

2l.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun Zozl te*tang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1*
?ahun 2076 tentang struktur c)rganisasi perangkat Daerah;

22.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2oz4 tentan5;
Penjabaran APBD Kabupat.en Halmahera Barat Tahun Anggaran za24;

surat Kepaia Bagian LJmum, perencanaan clan Keuangan setda
Kabupaten Halmahera Barat Nomor : BaL l2t2 /2a{4 perihal
Perrnohonan Penerbitan SK KDH.

*IENNU"TUSI(AE{ :

Mengangkat saudara surdiyanto samsun Mony seLragai staf Khusus
Bupati Flalmahera Barat Bidang pendidikan Dalam Menclukung
Pen3relenggaraan Pelnerintehan Ilaer-ah.

Masa kontrak ke4a staf Khusus Bupati Bidang pendirlikan Dalar:r
l'4end,ukung Fenyelenggaraan pemerintahan Daerah selama 12 Buiall
terhitung mulai tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31
Eulan Desernber Tahr-rn 2A24"

il'{asa k<lntrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sern,aktu-u,aktu
dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana ticlak sesuai dengai:
ketentuan peraturan perundang-unciangan, bertentangan den[a::
kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hai lain ya*e
bersifat teknis.

staf Khusus Bupati Bidang pendidikan Dalam Mendukurrg
Penvelenggal'aan Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan
kinerja dengan besaran Rp. 4.5oo.ooo,- {Empat Juta Lima Ratus RiLrr.r
Rupiah).

staf Khusus Bupati Bidang pendiciikan Delam Irdenduku*g
Penyeienggaraafl Pemerintahan Daerah seiain memperoleh Hak-hak
sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula diberikar:
tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengaa
peraturan perundang-undangan yang herlaku dengan memperhatikar-:
kemampuan keuangan Daerah.

Stal Khusus Bupati Bidang pendidikan Dalam MenrJukulg
Fei:yei*nggai:ai*-!. Pemerir:tahan Daerah dapat riiLrerikan bantuarr biaya
perjalanan clinas rlalam Caerair maupLin Keh:ar Daerah iilaiam xegeril
di*etarahk*n rlettgan Perjalanan Dinas Non pNS.
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staf Khusus Bupati Bidang pendidikan Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. Memberikan bahan masukan, kajian dalam perumusan kebijakan

Bupati Bidang Pendidikan Dalam penyelenggaraan pemerintahan
Daerah yang mencakup pelayanan administrasi pemerintahan,
pembangunan dan kemas5rarakatan;

b. Meiaksanakan identi{ikasi can analisis pckok permasalahan -y,ang
urgen dan strategis di bidang pendidikan;

c. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang pendidikan;

d. Memantau dan melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan
Daerah bidang pendidikan agar sesuai dengan visi dan Misi Bupati
serta kebutuhan Daerah;

e. Tugas-tugas khusus lain,yang diberikan oleh Bupati.

staf Khusus Bupati Bidang Pendidikan, dalam menjalankan tugas
berkoordinasi dengan sekretaris Daerah dan melaporkan t<epada
Bupati.

segala biaya yang akan timbui sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belan1'a
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini mr:lai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
padatanggal : Z Jan 2024PT^IABAT PARAF

I

Sekretaris Daerah /"t
Ass. Bid. Administrasi Umum ifr,/
Kabag Umum, Perencanaan &
Keuangan h
Kabag. Hukum & Orgs Y

Disampaikan keoada Y/h :Temhusanu paikan kepada Y/h :

1. Sekretans Daerah Kab. Ha_lmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepaia BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutaa untuk diketahui.

BUPATI BARAT,

JASIES UAIIG


